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Abstrak

Selainberdampakpositif,kehadiranteknologijugamenimbulkanberbagai
masalahdalam kehidupanberkebangsaandanberkenegaraan.Berangkatdari
kasus tersebut dibuatlah UU ITE.Namun kehadiran UU inidianggap
menghambat kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapat, dan
menghambat pergerakan demokrasi di Indonesia. Ruang masyarakat
menyampaikanpendapatmenjaditerbatasdiruangpublik.UU ITEbanyak
memakankorbansalahsatuadalahAhmadDhani.

KataKunci:UUITE,demokrasi,kebebasanruangpublikdanAhmadDhani.

Pendahuluan

Negara-negara maju menjadikan teknologisebagaisalah satu

kekuatan tersendiridalam menjadikan keuntungan baik secara materil

maupunimmaterilkarenadenganperkembanganteknologiyangdiciptakan

dapatmemilikinilaiekonomiyangtinggidanmenjadikankekuatannegara

tersebutmemilikiaksesdalam jaringaninformasidansiklusdinegaralain.

Baik informasi yang berupa umum, transaksi ekonomi, lokasi dan

mendapatkan perkiraan unsurpetahanan militerdan kehidupan disuatu

negarayangbergantungpadateknologiyangdimilikinya.Ketergantunganitu

menjadikannegara-negarayangmemilikikapasitasteknologiyangcanggih

memilihinilaitukartersendiridalam kehidupan hubungan antarnegara
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walaupun dimiiki perseorangan atau sekelompok namun ini dapat

dimanfaatkansebagaikekuatanyangbesaryangdapatmenembusbatas

teritoritanpaadanyapelanggaranyangjelas.

Negarayangmenjadipasarteknologisangatbergantungpadaakses

internetdanplatform yangdibangunsepertimediasosial,aplikasi,danlain

sebagainya,yang membuatkeuntunganbesarbaginegarayang memiliki

platform tersebut.Aksesinformasidandatapendudukyangbersifatumum

hinggadataintelegendapatdiperolehmelaluiteknologi,danhaliniharus

diwaspadaidandiperhatikansecarahati-hatikarenainimerupakansalahsatu

carauntukmenjatuhkansuatunegara.Perkembanganteknologidiimbangi

dengan sumberdaya yang mumpunimenjadikan negara maju memiliki

kapasitaspengarudankekuatanyangbesarterhadapnegaralain.

Indonesia merupakan negara dengan pasar yang luas dengan

penggunaaninternet.Sampaitahun2019penggunaaninternetdiIndonesia

mencapai171jutajiwapenggunaaktif.1Banyakkeuntunganyangdidapatdari

berkembangnya internetdiIndonesia darimulaimempermudah interasi

pertemanan,keluarga,sahabatyang dapatdiakses darimedia sosial,

transaksikeuanganyanglebihmudahdenganbasiselektronik,pertukaran

informasiyangcepat,pengembanganaksespengetahuandanstudiilmuyang

semakin luas bahkan untuk mempermudah berbagaiaspek kehidupan.

Penerapan internet menjadi kebutuhan premier jika dipandang dari

1.https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-interne
t-diindonesia-tembus-171-juta-jiwa.20Juni2019,15.00
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masyarakatmetropolitan dan perkotaan.Sendikehidupan diwarnaioleh

penggunaaanaksesinternetsehinggamenjadiketergantungantersendirioleh

masyarakatdiperkotaan.Bukan hanya diperkotaan banyakorang yang

berasaldaridaerahjugamenjadikaninternetmenjadisalahsatukebutuhan

mereka.Dariberbagaisegikehidupanyangmemilikinilaipositifbanyakjuga

yangmendapatdampaknegatifdenganperkembanganinternetini.

Denganperkembanganinternetyangbegitupesatbanyakhalyang

negatifyangmenjadidampaknyasepertihilangnyaprivasiseseorangdalam

kehidupankarenaunggahannyadimediasosial,penyebaranberitabohong

atauhoaks2yangsangatmudahtersebardandisebarkanmelaluimediasosial,

penipuantransaksielektronik,kerusakanfisikkarenaterlalulamaterpapar

penggunaan perangkatelekronik baik ponselpintar,tab,laptop maupun

komputeryangberdampakpadamata,kesehatandankerusakanotakbisa

terjadiapabilaseringmengakseskontendewasa.Banyakhalyangharus

ditanggulangidaribeberapacontohdampaknegatifyang ada.Upayaini

dilihatsangatperludalam mengendalikansikluspenggunaaninternet.

PemerintahIndonesiasangatsadarakanhalini,sehingganegarapun

mendesain peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir

kebutuhanyang adadalam pengendalianpenggunaaninternetini.Dalam

perancangan dan pengamatan yang panjang akhirnya pada tahun 2008

pemerintahmengesahkanundangundangInformasidanTransaksiElektronik

2.Banyakliteraturyangmenceritakantentangasal-usulhoaks.Katahoaksdidefinisikan
tipuanyangberasaldariThomasAdydalam bukunyaCandileinTheDark(1656).Alexander
Boesedalam Museum ofHoaxsmencatathoaxspertamakalidipublikasikanadalahalmanak
(penanggalan)palsuyangdibuatolehIsaacBickerstaffaliasJonattanSwiftpada1709.
SahrulMuludi,SocratesCafe,(PTElexMediaKomputindo,Jakarta,2019),hal258.
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No.11 Tahun 2008 dimana didalamnya mengatursegala aspek siklus

informasidantransaksielektronik.Undang-Undanginidiharapkanmenjadi

pertahanandanperlindunganpenggunainternetuntukdapatmerasaaman

dan dapat terkendalidengan baik. Namun penerapan tidak selalu

berbanding lurus dengan tujuan awal Undang-Undang Informasi dan

TransaksiElektronik (UU ITE)dianggap terdapatpasalkaretyang bisa

menjeratbanyakorangyangtidakseharusnya.Banyakkasusyangakhir-akhir

initerjadiyang terjeratoleh pasal-pasalyang ada.Sepertihalnya kasus

Ahmad Dhanidalam cuitan ditwitter pribadinya yang mengungkapan

kekesalandalam suatusituasiyangmembuatnyatidaknyaman.Namunhal

iniberdampakbesarsehinggamembuatnyaterkenakasushukum dianggap

melanggarUUITE.

UUITEmemberikanbanyakartiapabiladipandangberbedabaikdari

segimasyarakatmaupunyuridisdimanasaatinibarangbuktihukum bisa

berdasaralatbuktielektronik berupa rekaman percakapan,penyebaran

gambar,email,grup chatting,email,hingga basis elektronik lainnya.

Penggunaanundang-undangyangberagam baiksesuaidengantujuanawal

saatpembuatan hingga perubahan signifikan dimana ada pemanfaatan

penggunaanUndang-Undanginidigunakansebagaialatuntukkepentingan

perorangan,kelompokataugolongantertentu.Denganmemanfaatkanpasal

karetyangterdapatdalam Undang-undanginisehinggabisadigunakanuntuk

penilaiansubjektifdandiasahsebagaipedangtajam yangdigunakanuntuk

menjatuhkan atau mencarikeuntungan sepihak tergantung siapa yang

menggunakandanterkenapelanggaranUndang-undangini.
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Pandanganinididasaripadapandanganterhadapbeberapakasus

denganstandardtolakukursetiapkasusberbeda-bedametodepenanganan

danituselalumemilikipertimbangankhususdalam keputusanyangdiambil.

Sehinggatimbulpertanyaandalam keputusansidangyangdiambilapabenar

yang didakwakan bersifatobjektifatau ada kepentingan didalamnya.

Penegakanhukum diIndonesiasudahbaiknamunbelum dapatdikatakan

sempurnakarenamasihbanyakkekuranganyangharusdiperbaikidiakuiatau

tidak hukum menjadiunsurdarikekuasaan yang dapatmenjeratdan

mengekangbanyakpihakdenganpembenaranpenegakanhukum meskipun

dibalikituterdapatkepentinganpenguasayangsedangberkuasapadawaktu

tersebut.

Politikhukum menjadihalyanglumrahatauwajarkarenaadanya

negosiasidalam putusan hakim dimana dalam beberapa kasusterdapat

persekutuanataukesepakatantertentudariorangataukelompokataunegara

yangberkepentinganterhadapHakim sehinggabeberapakasusterjaditidak

adaobjektifitasdalam putusanpersidangan.Banyakkorbanyangberujung

menjaditersangka dalam berbagaikasus pelanggaran UU ITE inibisa

diterapkantergantungpresepsihakim denganpertimbanganny,sertabukti

tambahanyangberasaldarisaksiahliataubuktitambahanyangmembuat

posisikorbanbisaberbalikmenjaditersangka.

SalahsatukasusyangmenarikadalahkasusAhmadDhaniyangsaat

itumenjadikorbanpersekusidisalahsatuhoteldisurabayasehinggaia

meluapkanpemikirannyadalam vlogdancuitanditwitteryangmembawanya

saatinimenjaditersangkadanharusdikenaipidanasatusetengahtahun
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penjara.Pandangan penelitidisiniterdapatkepentingan penguasa dalam

kasusinisehinggalayakdikajidandigalilebihdalam untukmendapatdata

daninformasilebihmendalam dalam mengenaikasusini.Banyakhalyang

dapatdiidentifikasidariawalkasusinimunculhinggavonisdiambilyang

harus dibuktikan kasus inimemang diambildariobjektifitas dan sesuai

hukum sertaundangundangyangberlaku.

TeoriDemokrasi

Dalam membahaskasusinipenulismenggunakanteoridemokrasi.

Dalam penggunaan konsep demokrasiterdapatberbagaijenis konsep

demokrasidiantaranya demokrasikonsttitusional,demokrasiparlementer,

demokrasiterpimpin,demokrasipancasila,demokrasirakyat,dan lain

sebagainya.NamundiIndonesiakonsepdemokrasiyangdigunakanlebih

cenderungmenggunakankonsepkedaulatanrakyat.Dalam pemahamanini

bahwakekuasaandalam suatunegaraberasaldarirakyat,sehinggarakyat

pemegang kekuasaan tertinggidalam suatu negara.Penerapan konsep

demokrasimemilikitujuansebagaisalahsatuinstrumendalam pengelolaan

pemerintahanyangdapatmengelolakekuasaannyakepadarakyat.Apabila

dalam pelaksanaan suatu proses demokrasididalam negara terdapat

kerugianterhadaprakyatbanyakataudapat menjadikeuntungansuatu

kelompoktertentuapabiladijalankankomunikasisatuarahantarasatudan

lainya. Kedaulatan merupakan cerminan keberhasilan suatu proses

demokrasiyangmembentuksuatusistem pemerintahanyangkokohhasil

darikepercayaan masyarakatterhadap demokrasiyang dibentuk sagar
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menjadibahan penelitian rakyat.Kedaulatan rakyatyang besardalam

memberikan gambaran terharap berjalanannya proses demokrasi,dalam

suatusistem demokrasitercermindariungkapanbahwademokrasiadalah

suatu sistem pemerintahan darirakyat,oleh rakyatdan untuk rakyat

(govermentofthepeople,bythepeopleforthepeople).

Penerapan sistem pemerintahan “darirakyat”(govermentofthe

people)merupakankekuasaanyagberasaldarirakyatmempertegasbahwa

kekuasaanyangdidapatsemuaberasaldarirakyatdanpelaksanadipiliholeh

rakyatsecara langsung dalam pemilihan umum serta secara langusng

mendapatlegitimasidarirakyatterhadapkekuasaanpemerintahyangsaatitu

menjadipemenang.Pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang

mendapatlegitimiasidarirakyat.3

Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (goverment by the people)

diartikanbahwapemerintahandijalankanatasnamarakyatbukanpribadiatau

golonganatausegelintirelitpenguasa.Dilainsisipemerintahan“olehrakyat”

juga mempunyai arti setiap pembuatan dan perubahan UUD dan

undang-undang harus dilakukan dan disetujuioleh rakyatbaik dilakukan

secara langsung (misalnya melaluisistem referendum),ataupun dapat

diwakiliolehperwakilanrakyatyangmendudukijabatanlegislatifdiDewan

Perwakilan Rakyatsebelumnya telah dipilih oleh rakyatmelaluisuatu

pemilihanumum.

Dalam pandangan lain “oleh rakyat”bahwa kewenangan untuk

mengawasipemerintah,baik dilakukan secara langsung sepertimelalui

3. FranzMagnis-Suseno,EtikaPolitik:Prinsip-prinsipMoralDasarKenegaraanModern,
(PTGramediaPustakaUtama,Jakarta),hal 289
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pendapatdalam ruangpublik(publicsphere)baikdiawasisecaralangsung

maupun secara tidak langsung yaknidiawasioleh perwakilan rakyatdi

parlemen.Komponen ketiga dalam sistem pemerintahan “untuk rakyat”

(govermentforthepeople)adalahbahwakebijakan,peraturandantindakan

yangdiputuskanolehpemerintahharuslahbertujuanpadakepentinganrakyat

banyak,bukanhanyauntukkepentinganpribadi,golonganataulingkaraan

penguasa saja yang diharapkan bisa mencapaikeadilan,ketertiban dan

kesejahteraan rakyat menjaditujuan utama dalam menjalankan roda

pemerintahan.

Hakasasimanusiamerupakanhakyangdimilikisetiaporangbukan

berdasarkanhukum positifnamunlebihmenitikberatkanterhadapmertabat

manusia.dengan berbagaiperbedaan yang ada hak yang dimilikisama

dimatahukum.perbedaanberdasarjeniskelamin,bahasa,warnakulit,budaya

dankewarganegaraayangberbedatidakdapatperbedaandimatahukum,

karenadipandangsamadansejajar.4Keanekaragamaniniyangmembentuk

hakasasimanusiatersebut.Dalam perkembangandemokrasiyangsesuai

nilaiHakAsasiManusiadijunjungsangattinggisehinggapenerapannilai

demokrasiakansemakulebihbaikdanmeghindariperselisihankarenatidak

adapenghargaanterhadaporanglain.

Perlindunganhakazasimanusiamerupakanhalterpentingdalam

demokrasi,dan menjadiisu globalidewasaini.TakhanyanegaraBarat,

negaradiAsiajugamenjunjungnilaihakasazi,begitupulanegaradunia

4.PhilipAlstondanFransMagniss-Suseno,2008,Hukum HakAsasiManusia,PUSHAM
UII,Yogyakarta,hal11.
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ketiga.Sebab hakasazimanusia sudah melekatatau inheren pada diri

manusia.5

HasilpertemuanInternationalCovenantonCivilandPoliticalRights

(ICCPR)memilikiklasifikasiterhadapnilaiterhadaphakyaitu Non-Derogable

Rights dan Derogable Rights.Hak-hak yang termasuk kedalam hak non

derogablerightatauhakmutlakyangtidakdapatdikurangiialah6:

a)Hakhidup;

b)Hakbebasdaripenyiksaan;

c)Hakbebasdariperbudakan;

d)Hakbebasdaripenahanan karenagagalmemenuhiperjanjian

(utang);

e)Hakbebasdaripemidanaanyangsurut;

f)Haksebagaisubyekhukum;

g)Hakatasberagama,berkeyakinan,danberfikir.

Namuntidaksemuayangdisebuthakasasimanusiabersifatmutlak

dantidakterbatas,sebabterdapathak-hakyangdisebutderogablerightatau

hak-hakyangdapatdikurangiataudibatasi:

a)HakatasKebebasanBerkumpul;

b)HakatasKebebasanberserikattermasukmembentukdanmenjadi

anggotaserikatburuh,dan;

c) Hak atas kebebasan menyatakan aspirasidan berekspresi

5.Prof.Miriam Budihardjo,Dasar-dasarIlmuPolitik,(PTGramediaPustakaUtama,
Jakarta),hal211.

6.IfdhalKasim,2001,HakSipildanPolitik,Esai-EsaiPilihan,ELSAM,Jakarta,hal12.
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termasukkebebasanmencari,menerima,danmemberikansegalamacam

gagasantanpamemperhatikanbatas(tertulisataulisan).

Secaraesensihukum dalam kehidupandemokrasimerupakansuatu

kewajibanbagisetiappelaksanaataupenyelenggaranegaraharustundukdan

patuhpadahukum.Tidakadakekuasaandiatashukum dantidakdibenarkan

hukum digunakansecarasewenang-wenangkarenahukum memilikinorma

yangtinggidalam menegakanperaturanyangsudahadasehinggadapat

memilikipadanganterhadappelaksaanaanketertibandanpenindakandalam

pelanggaran.

Hubunganantarademokrasidenganpenegakanhukum merupakan

suatumekanismekekuasaandalam rodapemerintahandimananilaiyang

terkandung dalam demokrasidijunjung tinggidalam menegakan keadilan

sertamemberikan jaminan dan kepastian hukum dalam bernegarauntuk

memberikan jaminan terhadap keamanan dan perlindungan terhadap

masyarakat.Negarahukum menegaskanbahwa memerintahdalam suatu

negara bukanlah manusia,tetapihukum.Dalam kehidupan demokrasi

terkandungprinsipkeadaulatanrakyatdandidalam konsepsinegarahukum

terdapayprinsipnegarahukum.PenerapanNegarahukum yangDemokratis

(Democratische Rechtsstaat)yang dapatdiartikan dalam Constitutional

Democracy.

PolitikRuangPublik

Untukteoripenunjangpenulisjugamenggunakanpendekatanpolitik

ruangpublik.Pandanganinimerujukpadakonsepdemokrasideliberatifyang
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dibawaolehJurgenHabermas,kebijakanyangdikeluarkanolehwakilrakyat

menjaidapatdikendalikanmelalui“RuangPublik”dimanasikursusantara

rakyatdanwakilrakyatterjadiyangmemandangkebijakanyangtelahdibuat,

Ketidakaaanruangpublikmenjadikendaladalam penerapaandemokrasiyang

sesungguhnya.Nilaidemokrasidianggaprendah,sehinggamenjadikendala

dalam pelaksanaankebijakan.Ruangpublikberperansebagaisuatubentuk

proses interaksidan reaksidalam memandang suatu halbaiksecara

mekanismemaupunkondisiyangjelasdimanaterdapatbanyakpendukung

domokrasideliberatifiniyangterbentukdariadanyaruangpublik.

Undang-undang yang dilahirkan tanpa melaluiruang publikdapat

dikatakanbahwahanyaakanmenjadiundang-undangyangmelanggarhak

konstitusionalwarganegara.Dalam halinikembalidalam tujuanpemerintah

dalam menentukan keputusan dan mengambilkebijakan dengan adanya

interaksisosialdalam Ruang Publik dan perlu adanya controlcek dan

masukandalam penerapansuatukebijakan.

Secara etimologis istilah “deliberasi” berasaldaribahasa latin

“deliberatio”yangartinyamenimbang-nimbang,konsultasiataumusyawarah.7

Didalam konsepdemokrasideliberasimenjadisuatuelemenpentingdalam

perkembangantingatpartisipasimasyarakatsehinggadapatmenjadiacuan

dalam pengetahuanpolitikdanikutandildalam menerapkansuatukebijakan

danmenjadisuayufituryangsangatdalam yangmenjadikonsepinisangat

pentingdan menjadisalah satu komponen penting dalam menghidupan

demokrasi.

7BudiHardiman,DemokrasiDeliberatif:ModeluntukIndonesiaPascaSuharto?,dimuat
dalam Basis,No.11-12,tahunke-53,November-Desember2004,hal.18.
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Menurut Reiner Forst, seorang komentator Habermas,

mengungkapkan bahwa “demokrasi deliberatif” bukan berarti jumlah

kehendak perseorangan dan juga bukan kehendak umum yang menjadi

sumberlegitimasi,melainkanprosespembentukankeputusanpolitisyang

selaluterbukaterhadaprevisisecaradeliberatifdandiskursifargumentatif.

Dengan demikian, demokrasi deliberatif dapat dipahami sebagai

proseduralismedalam hukum danpolitik.Demokrasideliberatifmerupakan

suatuprosesperolehanlegitimitasmelaluidiskursivitas.8 Selainitu,dalam

demokrasi deliberatif, keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui

kedaulatan rakyat. Artinya, masyarakat dapat mengkritisi

keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemegang mandat.Kritik

masyarakatiniakan berfungsiuntuk mengendalikan politik formalatau

kebijakan-kebijakanpolitik.9

Pemikiran demokrasideliberatifmenjadikan ruang publiksebagai

komponen yang penting dalam menajalankan suatu proses pengambilan

kebijakan dan keputusan dimana dalam sestiap kesempatan selalu

menekankandalam bentukmusyawarahuntukmendapatpersetujuandan

masukan lebih mendalam darihasildialog langsung dengan masyarakat

maupun bertukar pikiran tentang tujuan pemerintah dalam membuat

peraturan dengan kepetingan masyarakat,sehinggaterjadikeseimbangan

pemikiran baik daripemerintah maupun darirakyatsebagaipihak yang

berdampak langsung terhadap setiap keputusan dalam bentuk kebijakan

8.BudiHardiman,FilsafatFragmentaris (Yogyakarta:Kanisius,2007),hal 127.

9.BudiHardiman,DemokrasiDeliberatif.(Yogyakarta:Kanisius,2009),hal128.
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diambil.Keikutsertaanwargamerupakantujuanintidaripenerapandemokrasi

deliberatif,cukupberbedadengandenganpemahamandemokrasiperwakilan

yang lebih cenderung menekankan bahwa keterwakilan menjadifaktor

penentukeberhasilan.Apabilademokrasideliberatifmemberikanruangyang

luasuntukkerjasamapertukaranidedangagasanantarpihak,selayaknya

demokrasiperwakilan menjadikompetisiantaride dengan antarpihak.

Namunpandanganlainmengenaipaham “deliberasi”dilaksanakandidalam

demokrasiperwakilan,dengankatalainperjalananpengambilankeputusan

dan pembentukan yang ditandaidengen keterlibatan wakilrakyatdalam

penentuan keputusan melaluiproses deliberatif.elemen utama dalam

demokrasideliberatifadalahkesediaanruanguntukterlibatlangsung(Ruang

Publik),partisipasirakyat,komunikasidanpertukaranpikiranantarwarga.

PenerapanUUITETerhadapAhmadDhani

Dalam mendalamiUU ITE yang telah diterapkan sejak tahun 2008

digunakansebagaiuntukmenjaminhakdankebebasanterhadapsetiaporang

dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi secara

bertanggungjawab.Pasal1UUNo.11Tahun2008mendefinisikaninformasi

elektronikyangbukanhanyaberbentuktulisan,suara,gambar,peta,danfoto

namunbukanhanyaitusuratelektronik(Email),telegram,telecopy,kode

akses (Password) elektronik data interchange,teks,simboldan lain

sebagainyayangdapatdipahamidanmemilikiarti.Bagisiapasajayang

merasa dirugikan melaluimedia informasidan elektronikyang disimpan

dalam bentukdokumentasi,dianalisa,disalahgunakandan/ataudisebarkan
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luaskan baik oleh pribadimaupun orang lain,dapat dijerat dengan

Undang-Undnagini.Daribanyakpasalyangmencatumkanhal-halyangbelum

spesifikmembuatbanyakornagmenjadikorbanolehUndang-Undangini.

Kebebasan berekspresidalam media sosialdan platfrom internet

dikekangdenganadanyapasalkaretdalam Undang-UndangITE.Bertolak

belakangnyaantarapersebaraninformasidankebebasanberekpresiyang

dilandasidalam suatu negara demokratis menjadisangatsensitifdan

berbedatipisdenganpencemarannamabaik.Koneksiterhadapdunialuar,

pengungkapan ekpresidan mempertunnjukan eksistensididalam media

sosialmenjadiketakutantersendiridalam menjalankankehidupanaktivitas

dizamandigitalisasiini.Beragam informasidapatdiaksesdiperangkatlunak

dan juga persebaran informasimelaluiplatform media sosialdimana

terjadinyainteraksidankomunikasisehinggadalam perkembanganinitingkat

koneksisemakincepatdandiwaktuyangsamatanpapertemuantatapmuka

danmelaluimediaelektroniksepertiTV,Radio,Korandanlainsebagainya.

Namunsungguhdisayangkankebebasanberekpresiyangdijaminoleh

Undang-Undang Dasar1945 harusternoda dengan pasalkaretITE yang

menjeratbanyak korban jika pesan itu berkonteks opinidan kritikan.

Unggahankontendimediasosialmenjadifaktorterbesardalam pelanggaran

Undang-UndangITE.Portalplatform Facebookmendudukiperingkatpertama

dengan jumlah kasus sebesar54,69 persen,kedua media Twitteryang

mencapai11,84persen,danYoutubesebesar4,90persen.Selainberasaldari

platform mediasosial,terdapatsaranalaindapatdijadikanbahanpelaporan

kasusUUITEadalahplatform komunikasipesan(messenger).Mediayang
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bersifatpersonalsepertiSMS(pesansingkat)(3,27persen),Whatsapp(2,45

persen)danBBM (0,82persen).Menjadibahanlaporanuntukmenggugat

pelanggaranUndang-UndangITE.10

UUITEsendiriterbitsebagaiupayajaminankepastianhukum terhadap

informasidantransaksielektronik.UUITEjugamunculberbarengandengan

situasidemokrasiyangberkembangsetelahmasaOrdeBarudiIndonesia.

Namun,praktikyangacapkaliterjadi,aturanyangadajustrumengancam dan

berpotensimemberanguskebebasanberekspresi.Takheranapabilaskor

Freedom ontheNetIndonesiaterusmenurundalam kurunwaktuempat

tahunterakhir.LaporanFreedom ofInternetpada2017yangdikeluarkan

Freedom HousememperlihatkanskorIndonesiasebesar47,yang berarti

bahwakebebasaninternetIndonesiaadalahsebagianbebas.Nilaitahun2017

terbilangpalingburukselamalimatahunterakhir,yaitu42(2014),42(2015),

dan 44 (2016).Rendahnya skortersebutakibatmaraknya pelanggaran

hak-hakdigitalberupakriminalisasipenggunainternetdenganmenggunakan

UU ITE,terutamaPasal27ayat3.RevisiUU ITEpada2016tidaklantas

membuatancamankebebasanberekspresiberakhir.Benarbahwahasilrevisi

telah membuatadanyaaturan tidakdilakukan penahanan selamaproses

hukum sampaidenganputusaninkracht.Jugasoal“Righttobeforgotten”

(hakuntukdilupakan),yaitukewajibanmenghapusInformasiElektronikyang

tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang

bersangkutanberdasarkanpenetapanpengadilan.Duahalitutentubermakna

10.LaporanFreedom ofInternetpada2017dalam artikel,JeratUUITEBanyakDipakai
olehPejabatNegara,https://tirto.id/c7sk
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positif,mendorongasaspradugatakbersalah,sertaberirisandenganjaminan

kebebasanberpendapatdanberekspresi.Namun,sekalilagi,sampaidengan

hariini,berdasarkan rekaman perjalanan kasus UU ITE,aturan tampak

membukapeluangsebagaiarenatarung,khususnyabagipelapordanterlapor.

Sertaterjadidalam situasidebatduakubu,antarakebebasanpenyampaian

informasidantuduhanpencemarannamabaik.

Beberapakasusyangterjadiyangdapatmenjadikankorbansebagai

tersangkahinggadaripertimbanganberbagaihallainnyayangmenjadialat

buktidan menjadipertimbangan besardalam putusan sidang.Berbagai

contohkasusyangmenjadisorotanpublikbeberapatahunbelakanganini

diantaranya:

1)Kasus MenteriPAN-RB,Yuddy Chrisnandi.Dia melaporkan Mashudi

lantarandisebuttelahmengirimkanSMSancamanpada2016.Mashudi,

seorangguruhonorer,dikenaiPasal29UUITEkarenakecewakarenatidak

kunjungdiangkatsebagaiPNS.Namun,laporantersebutlangsungdicabut

Yuddybegitumengetahuipengirim SMSadalahtenagahonorer.11

2)KasusSugiyonoatauSugik,kontributorHarianSurya,pada2017.Sugik

dilaporkankePolresGresiksaatbertugassebagaijurnalis.Dalam rilisAJI

Surabaya,pelapormenganggapSugiktelahmelakukanpencemarannama

baikdalam penyebararanpesannya.Namunmuatanpesantersebutadalah

usahaverifikasikepadapihakyangdianggaprelevandankompetenterkait

suatuinformasi.SugikdijeratUUITElantaranpesandikirim melaluisarana

11.http://koranpembebasan.org/2016/1732/Padatanggal04AgustusPukul20.00
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komunikasiberbasisinternet.12

3)KasusBuniYanitentang penyebaran konten Penistaan agama Basuki

TjahjaPurnamayangsaatitumenjabatsebagaiGubernurDKIJakartayang

BuniYaniterbuktimelakukanujarankebenciandanmengeditisivideo

mantanGubernurDKIJakarta,BasukiTjahajaPurnamaaliasAhok.Dan

diyakinitelahmelanggarmelanggarUUITE,Pasal32Ayat1danPasal28

Ayat2 UU ITE yang telah disidang 19 kalihingga putusan hakim

dilaksanakan.13

4)Tiga Orang Ibu-Ibu dari Karawang yang dijadikan tersangka atas

penyampaian kampanye hitam dariPEPES yakniES,IP dan CW yang

dilakukankeJokowi.KetigaoranginidikenakanPasal28ayat(2)Jopasal

45Aayat(2)UURINo.19tahun2016tentangperubahanatasUURINo.11

Tahun2008tentangInformasidanTransaksiElektronik;dan/ataupasal14

ayat1danayat2ataupasal15UURINo.1Tahun1946tentangPeraturan

Hukum Pidana.14

5)Viktormenyulutprotes dariGerindra,PKS,Demokrat,dan PAN yang

kemudianmelaporkannyakekeBareskrim Polriatastuduhanmelanggar

Undang-Undang dan PasalUU ITE No 11/2008 dan Pasal156 KUHP

12.
http://www.ajisurabaya.org/2017/09/19/siaran-pers-kasus-kriminalisasi-wartawan-sugik/
Padatanggal04Agustus2019Pukul19.20

13.https://regional.kompas.com/read/2018/11/27/20000011/6-fakta-di-balik-kasus-buni
-yani-19-kali-sidang-sebelum-vonis-hingga-kasasi?page=allTanggal02Agustus2019Pukul
20.00

14.https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4452731/kampanye-hitam-3-emak-dari-pe
pes-karawang-ada-tersangka-baru#Tanggal02Agustus2019Pukul21.00
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tentangpenistaanagama.Namun,Bareskrim telahmenghentikandantidak

akanmelanjutkanproseshukum laporantersebutkarenamerujukpada

aturanyangtertuangdalam Undang-undangtentangMPR,DPR,DPD,dan

DPRD(UUMD3).15

6)RJyangmasihberstatuspelajarSMAitudijeratPasal27ayat4Juncto,

Pasal45UndangUndangNomor19tahun2006tentangInformasidan

TransaksiElektronik.Akhirnyadijadikantersangkadenganancamannya

(penjara)6tahunsetelahdesakandaripublik.16

DariberbagaikasusdiataskasusAhmadDhaniyangsangatmenarik

perhatiankarenaterdapatdugaanunsurpolitisyangadadalam kasusahmad

dhaniini.menjadipusatperhatiankarenaAhmadDhanimerupakansalahsatu

contohpublikfiguryangterjundalam duniapolitikyangmemilikimassa

cukupbesaruntukmenjadipengaruhdanwarnalaindalam dunipolitikdi

Indonesia.

KasusAhmadDhaniberawaldaricuitanAhmadDhanidiakunpribadinya

yang menjadiawalkasus yang menjadikannya sebagaiterlaporhingga

perjalananmenujupersidangan.Dalam haliniadasatucuitanyangdilakukan

olehAhmadDhanisecarapribadidandualainnyadilakukanolehasistennya

sertaAhmadDhanijugamengunggahvlogdenganmengucapkan“Idiot”yang

diasumsikan ditujukan kepada orang atau sekelompok orang walaupun

AhmadDhanitidakmengucapkansubjekorangsecaraspesifikdannama

15https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pniydp409/bpn-bandingkan-vid
eo-ememak-emkarawang-dengan-viktor-laiskodatTanggal02Agustus2019Pukul20.30

16https://www.merdeka.com/peristiwa/rj-remaja-pengancam-presiden-jokowi-ditetapkan
-jadi-tersangka.htmlTanggal02Agustus2019Pukul2015
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atauorganisasitertentunamunadaorangdanpihakyangmerasaunggahan

vlogAhmadDhaniditujukankepadamerekadandianggapsebagaiujaran

kebencian.

Gambar4.1CuitanAhmadDhanidiTwitter

Sumber:Twitter@AHMADDHANIPRAST

PerjalanankasusAhmadDhani

PerjalananKasushinggadivonis1,5tahunpenjaradimulaipadahari

kamis,09Maret2017AhmadDhanidilaporkanoleh JackLapianyang

merupakanketuaBTP networkmengenaiungahan disosialmediayang

dianggap sebagaiujaran kebencian.Dan selanjutnyadiprosesoleh pihak

kepolisian.Vlog“Idiot”yangdiunggahAhmadDhanidalam mediasosialnya
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dilaporkansebagaipenghinaanterhadapseseorang.17

DilanjutkanpadapenetapanAhamdDhanisebagaitersangkapadahari

senin,23November2017dalam kasusujarankebenciandalam kasuscuitan

sarkastis.Dalam cuitannya diduga melanggar Undang-undang tentang

InformasidanTransaksiElektronik,Pasal28ayat2junctoPasal45aayat2

sertadikenai Pasal45Aayat2junctoPasal28ayat2UURINo19Tahun

2016tentangPerubahanUUNo11Th2008tentangInformasidanTransaksi

ElektronikjunctoPasal55ayat1ke-1KUHP.18

SidangpertamaAhmadDhanidiPengadilanNegeri(PN)JakartaSelatan

padaharisenintanggal16April2018.Majelishakim yangdiketuaiRatmoho

yang beranggota anggota Sudjarwanto,dan Totok Sapto Indrato dalam

persidanganAhmadDhaniyangdituduhkantelahmelakukanujarankebencian

lewat akun Twitter. Pendapat jaksa menyatakan cuittan itu dapatb

menimbulkanrasakebenciandanpermusuhan.19

Daripersidangan tersebutAhmad Dhanidituntuthukuman 2 tahun

penjaradalam kasusujarankebencian.Jaksapenuntutumum (JPU)meyakini

dalam cuitandanVlognyadalatmembuatgaduhdanmeresahkanmasyarakat.

Dalam sidangharisenin,tanggal26November2019hakim memutuskan

secarasahAhmadDhanidiyakinisengajamenyebarluaskanujurankebencian

terhadaporang ataukelompoktertentu.Perbuatantersebutbertentangan

denganPasal45ayat2UUNomor19Tahun2016joUUNomor11Tahun

17https://news.detik.com/berita/d-4403919/perjalanan-kasus-ahmad-dhani-hingga-divon
is-15-tahun-penjarapadaharijumat12Juli2019

18Ibid

19Ibid



290

JurnalCommunitarianVol.2,No.2,Agustus2020E-ISSN2686-0589

2008tentangITEjoPasal55ayat1KUHP.Tuntutanpidanayangdiajukan

penjaraselama2tahun.20

Dilanjutkanmembacakannotapembelaandihadapanhakim padahari

senin,17desember2019mengatakanbahwapasalyangditerapkandalam

kasusnyadiyakiniadaunsurpolitisasitertentusehinggabukanmurnikasus

hukum dalam notapembelaannyadenganjudul 'IndonesiadiPersimpangan

Menuju Negara yang Para Penista Agama,dan Negara Para Persekutor

Demokrasi'.PandanganAhmadDhanibahwakasusyangmenjeratnyabukan

hanyaposisihukum namunadaunsurpolitisdanAhmadDhanimendapat

informasiada beberapa oknum yang mengatakan secara langsung dari

sumberyangdipercayaterkaitkasusnyayangdipolitisasiuntukkepentingan

tertentu.21

Gambar4.2GambaranKronologisKasusAhmadDhani

20Ibid

21Ibid
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Sumber:Kompas.com

Dalam dakwaanyangdisampaikanjaksapenuntutumum,AhmadDhani

dianggap melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2

Undang-undang Nomor19 Tahun 2016 tentang Informasidan Transaksi

Elektronik (ITE) juncto Pasal55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang

HukumPidana (KUHP) yang dimuat pada laporan kepolisian bernomor

LP/25778/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus,AhmadDhaniterkenaPasal27Ayat

3 Jo Pasal45 ayat2 UU RINomor 19 tahun 2016 tentang pasal

Undang-UndangInformasidanTransaksiElektronikdandituntutpulaPasal

310dan311KUHP.22

22
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AhmadDhanidinyatakanbersalahdandivonissatusetengahTahun

penjara dan ditempatkan dirumah tahanan Medaeng,Sidoarjo sebelum

dipindahkankerumahtahanancipinang,JakartaTimur.Karenadianggap

berkelakuanbaikdankorporatifselamamasatahanan.Dalam halinisangat

masihcenderungtidakpuasdenganputusanyangdiberikansaatdivonis.

Karena alatbuktiyang diajukan masih belum benarbenarjelas dan

menyimpulkansecarasepihakdengandihadirkannyasaksiahlidarijaksa

penuntutumum danpengacaraAhmadDhaniberbedapandanganterhadap

cuitanyangdisampaikanolehAhmadDhani.

KaitannyadengankasusITE yang menjeratAhmad Dhani,halini

dapatjugabukanhanyacuitannyayangmenjadiobjekutamanamunjuga

latarbelakangAhmadDhaniyangmerupakanrelawandansalahsatuCalon

legislatifdaripartaioposisiyaituPartaiGerindra(GerakanIndonesiaRaya).

AhmadDhanijugaaktifdalam mengajakmasyarakatmenggunakantagar

#2019gantipresiden yang diinisiasioleh MardaniAliKetua Umum Partai

KeadilanSejahterayangjugamerupakanpartaioposisiyangsaatitusangat

gencardalam menyuarakan aspirasinyabaikdalam aksigerakan massal

maupundalam mediasosial.

Halinisangatcenderungdiasumsikanadamuatansentimentpolitis

didalamnya yang diasumsikan oleh pihak oposisinamun haliniharus

didalamilebihlanjutdariberbagaiaspekdimanasaatinisaatpersidangan

dihadirkan saksiahliBahasa dan ahliInformasidan teknologiuntuk

https://seleb.tempo.co/read/1213892/ahmad-dhani-divonis-1-tahun-penjara-keluarga-kecew
apadatanggal25Juli2019Pukul20.30
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memperkuatalatbuktidigitalberupacuitanditwitterdanvlogagarmendapat

legitimasilebih kuat untuk mengenakan pasar beberapa pasalyang

didakwakankepadaAhmadDhani.Darikasusinidapatdiambilpelajaran

bahwa mengungkapkan ekpresidimedia sosialdapatmenjadiancaman

hokum bagi masyarakat. Terbukti dengan banyaknya korban dari

Undang-Undanginformasidantraksaksielektronikini.

AdapunpandanganlainmenjelaskanbahawaUndang-UndangInformasi

danTransaksiElektronikinidibuatuntukditujukanuntukmembatasiaspirasi

yang berupa kritik negatif seperti penyebaran berita bohong,fitnah,

menjatuhkanpribadi,ataumenjatuhkanpihaktertentudenganmaksuduntuk

memperoleh keinginan atau tujuan tertentu.SehinggadariKasusAhmad

Dhaniinibiastercerminsecaratidaklangsungkontenyangberupakritikdan

umpatanyangdianggaptidaklayakdanadaindividuataukelompokyang

merasamakabiasdituntutdandiproseshukum.

Dalam haliniperkembanganpolitikruangpublikdiIndonesiayangsudah

beralihdariinterasilangsungberalihkeduniamayadansalahsatunyadari

media sosialmenjadibatasan dalam kebebasan berpendapat. Nilai

demokrasiakan menurunakibatpembatasanyangyangada.Kritikterhadap

pemerintahdianggapmenjadisuatuboomerangterhadapsiapapunyangtidak

setuju dengan kebijakan atau keputusan yang dibuatpemerintah.Dari

kesediaan pemerintah untuk dikritik maka membuattingkatpartisipasi

masyarakatakan meningkatsenhingga tidak ada kasus Ahmad Dhani

berikutnyayangberujungdiruangtahanan.AhmadDhanisalahsatucontoh

korbanyangyangdijadikantersangka.
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Darikasus Ahmad Dhanidapat tercermin bahwa UU ITE dapat

digunakanolehkepentingandantujuantertentukarenadalam halinimenjadi

alatbagiorangataukelompokorangyangmemilikikepentingantertentu.

PenerapanUndang-UndangInformasidanTransaksiElektronikseharusnya

memberikankepastianhukum danmemberikanperlindunganyangtepatserta

memberikanhukum yangsesuaiuntukpelanggarnyadenganasas-asasdan

dengan pertimbangan dengan alatbuktiyang memadahitanpa adannya

uraikankepentingantertentusehinggapublicdapatmenjagaekpresidalam

bermediasosial.

Kesimpulan

Upayapenanggulangantransparansipenggunaanalatbuktielektronik

harusdidasaripertimbanganlainbukanhanyadarisaksiahlisehinggadapat

menyimpulkan sesuaidengan pandangan objektifbukan subjektifkarena

dapatmenimbulkanlebihbanyakkorbansehinggakebebesanberekpresidan

menyampaikan pendapattersandera dengan penerapan pasalkaretyang

terdapatdalam UUITE.

UU ITE harus mampu diterapkan dengan tetap membawa nilai

demokrasi dan tetap menghormati Hak Asasi Manusia sehingga

penggunaanya tepatsasaran dan mampu diterapkan kepada masyarakat

sebagaipengarah dan penanda agarhati-hatidalam penyebaran berita,

transaksielektronikdanmengungkapkankritikdansaransehinggaharus

menyaringinformasidanmenemukanfaktasebelum disebarkan.
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Apabila terjadipelanggaran harusditinjau secara luasbukan hanya

penyebarannyanamunasalpesan,gambardanvideodarimanadanharus

didalamipenyebarannya bertujuan untukapa karena ketidaktahuan,ada

unsurkesengajaanataumemangsudahdirencanakanagardapatjelasdalam

menanganikasus pelanggaran Undang-Undang ITE dengan tepat dan

memberikanhukumanyangtepatjuga.

Pemerintah sebagai regulator dan pelaksana pengawasan harus

memberikansosialisasiagartidakterjadikasusAhmadDhaniberikutnyajuga

tidak memberikan tekanan terhadap setiap kasus hukum agar dalam

penetapanvonisberdasarkanobjektifitasbukankarenaadakepentingandan

rencanatersendiriuntukmengiringopiniuntukmembenarkansuatudugaan

agardapatmendapatkanhasilvonissesuaikeinginanpelaporatauyang

memilikikepentingandidalamnya.

Berdasarkanhasilanalisisdanpembahasandatayangdidapat,peneliti

memberoleh kesimpulan daripenerapan undang-undang informasidan

transaksielektronikterhadapkasusAhmadDhani.Penelitimelihatbeberapa

kaitan antara kasus yang dialami Ahmad Dhani memiliki beberapa

pertimbanganlainnyabukanhanyaberasaldaribuktielektronikyangada.

Buktielektronikyangadamenjadidatayangvaliddalam persidangan

dengan dikuatkan saksiahli.Ada unsurlain yang menjadipertimbangan

tersendiridalam kasusAhmadDhanibukanhanyadipandangdarialatbukti

secaraobjektif.PenerapanUUinitidaksesuaidengantujuanawaldirancang

danadakemungkinandisalahgunakanolehpihakdankelompokkepentingan

tertentu.Kebebasanberpendapatyangdijaminolehsistem demokrasitidak
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dapat berjalan dengan maksimal dengan penerapan Undang-Undang

InformasidanTransaksiElektronikyangtidaksesuai.

Politikruangpublikyangberkembangkeduniamayanamuntidakdapat

diakomodirdenganbaikdenganpenerapanUndang-UndangInformasidan

TransaksiElektronik saatini.Undang-undang Informasidan Transaksi

Elektonik harus ditijau kembaliagar tidak menjadialat politik untuk

kepentinganseseorangataukelompokkedepannya.Penerapanyangtepat

tanpa memberikan tekanan dan unsurpenyalahgunaan kekuasaan dalam

implementasiUndang-UndangNo.11Tahun2008ini.

UUITEseharusnyadapatmemberikankeamanandanmengaturjaringan

komunikasiyangterjadididuniamayatermasukdalam sosialmedia.Nilai

demokrasidan perkembangan politik ruang public harus menjadibahan

pertimbahantersendiriselaindarigayahidupmasyarakatyangberkembang

ke dunia digitalagartidak pupus dalam partisipasimasyarakatdalam

bernegara.PenerapanUndang–UndangInformasidanTransaksiElektronik

harusnyadapatmelihatsecaraobjektifdanharusterdapatunsurpandangan

kepentinganseseorang.
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